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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Anak  
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum 
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
adalah demi kepentingannya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum 
mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan 
kematangan mental.
7
  
Beberapa pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-
undangan yang terkait, antara lain: 
1. KUHPidana  
Pasal 45 KUHPidana, yaitu anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam 
belas) tahun. 
2. Hukum Perdata  
Pasal 330 ayat (1), yaitu anak yang belum dewasa adalah anak yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin 
sebelumnya. 
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 ayat (1), yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. 
Pasal 1 ayat (5), yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pornografi  
Pasal 1 ayat (4), yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun. 
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Pasal 1 ayat (1), yaitu anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal 
telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
Pasal 1 ayat (2), yaitu anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua 
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 1 ayat (5), yaitu anak adalah setiap manusia yang belum berusia di 
bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 
9. Konvensi tentang Hak-hak Anak (convention on the right of the child) tahun 
1989 
Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali 
menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih 
awal. 
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10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak  
Pasal 1 ayat (1), yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan, dimana anak dijamin dan dilindungi hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 
Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara 
sadar oleh setiap orang yang bertujuan mengusahakan pengamanan, 
penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi 
yang ada. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa:
 
 
“Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada 
hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan 
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau 
dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya 
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.” 8 
 
Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi 
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai 
dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 
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14 
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
9
 
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek 
hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 
pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu:
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1. Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 
tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk 
mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau 
batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.  
2. Represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, 
penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi 
sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 
 
Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan 
rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, 
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik 
sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa:
 
 
“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib 
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan 
untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, 
kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan 
kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan 
disidang pengadilan.” 12 
 
                                                             
9 Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal 3 
10 Philipus M. Hadjon. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina 
Ilmu, hal 20 
11 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga 
12 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan 
Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa perlindungan 
hukum merupakan suatu bentuk perangkat hukum dimana hukum dapat 
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 
kedamaian, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis 
maupun tidak tertulis. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak  
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita 
luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai 
sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, 
jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh 
lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari 
betul akan pentingnya anak bagi bangsa dan negara di kemudian hari.  
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik 
secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 
adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak diusahakan dalam 
berbagai bidang kehidupan baik agama, sosial, politik, dan ekonomi. Kegiatan 
perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan 
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi 
kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi 
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kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang 
membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan 
perlindungan anak.
13
 
Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 
memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, 
sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. 
Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat 
yang mencerminkan suatu usaha yang etektif dan efisien. Usaha perlindungan 
anak tidak boleh mengakibakan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain 
yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak 
terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan 
hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:  
1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam 
bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.  
2. Perlindungari anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan 
dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.  
Anak mempunyai berbagai hak yang harus di implementasikan dalam 
kehidupan dan penghidupan mereka. Sebagaimana pengaturan hak-hak anak di 
Indonesia tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
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konvensi hak-hak anak. Hakekatnya, kedudukan anak dalam hukum pidana 
meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: 
1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.  
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak 
yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud 
untuk mensejahterakan anak.  
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental 
spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.  
Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang 
ditujukan untuk mencegah terjadinya pemberdayakan terhadap anak yang 
mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan 
penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 
anak secara wàjar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak adalah 
suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya.
14
 
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung 
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan 
kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-
tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan 
yang rawan menjadi korban kejahatan disamping karena adanya golongan 
anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan 
perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. 
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Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta 
pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan 
dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara 
keseluruhan. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi 
pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-
mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu 
ekonomi, sosial, dan budaya.
15
 Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah 
sebagai berikut:  
1. Dasar Filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan 
keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis 
pelaksanaan perlindungan anak.  
2. Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi 
yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan 
kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan 
anak.  
3. Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 
1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 
Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu 
menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum 
yang berkaitan. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
Menurut KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit. 
Strafbaarfeit merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti 
delik. Strafbaarfeit terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit, yang 
masing-masing memiliki arti.
16
 
1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
Istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut 
delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
(pidana).
17
 Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
18
 
Moeljatno menjelaskan, perbuatan pidana adalah: 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. 
Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan 
yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal 
saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada 
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan 
oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan 
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”19 
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17 Ibid 
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Simons menerangkan, strafbaarfeit adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum (onrechtmatic), yang 
berhubungan dengan kesalahan (schuld) dan yang dilakukan oleh orang yang 
bertanggung jawab.
20
  
Van Hamel merumuskan strafbaarfeit adalah kelakuan orang 
(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 
hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.
21
 
Pompe merumuskan secara teori tentang tindak pidana, yaitu: 
 
“Suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap 
ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak 
sengaja oleh seseorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi 
pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya 
ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”22 
 
Adami Chazawi menjelaskan bahwa istilah perbuatan pidana lebih tepat 
dengan alasan sebagai berikut.
23
  
1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, 
yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan 
orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. 
Sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.  
2. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman 
pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan yang erat. 
Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang 
ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang 
menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.  
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih 
tepat menggunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak 
yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya 
kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat 
atau yang menimbulkan kejadian itu. 
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Berdasarkan berbagai pandangan beberapa ahli hukum tentang tindak 
pidana, maka pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan 
pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak 
sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh 
aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut 
ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya 
ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan 
kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar 
aturan-aturan hukum yang berlaku, orang tersebut sebagai pelaku perbuatan 
pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan 
larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara 
kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan 
yang erat pula. 
Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa tindak pidana 
merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu 
kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau 
merugikan kepentingan umum. 
Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur 
tentang tindak pidana. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau 
syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat 
dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk 
kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dengan ancaman pidana kalau 
dilanggar. 
22 
Simons menjelaskan unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:
24
 
1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat 
atau membiarkan)  
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)  
3. Melawan hukum (onrechtmatig) 
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) oleh 
orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person). 
 
Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif 
dari tindak pidana (strafbaar feit).
25
 
1. Unsur obyektif:  
a. Perbuatan orang  
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu  
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti 
dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.  
2. Unsur Subjektif:  
a. Orang yang mampu bertanggung jawab  
b. Adanya kesalahan 
c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan 
 
Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah:
26
 
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)  
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  
3. Keadaaan tambahan yang memberatkan pidana  
4. Unsur melawan hukum yang objektif  
5. Unsur melawan hukum yang subyektif 
 
Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat 
dibedakan dari dua sudut pandang yaitu:
27
 
1. Sudut Teoritis  
Unsur tindak pidana adalah:  
a. Perbuatan;  
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);  
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).  
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26 Moeljatno, Op.cit., hal 66 
27 Adami Chazawi. 2008. Op.Cit, hal 79-80 
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2. Sudut Undang-Undang  
a. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan;  
b. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya 
dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat 
juga bersumber dari masyarakat;  
c. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang 
sebelum atau pada saat memulai perbuatan;  
d. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana 
materiil (materiel delicten) atau tindak pidana akibat menjadi syarat 
selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur 
akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana 
akibat merupakan syarat terpidananya pembuat;  
e. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua 
keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan;  
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini 
hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang 
hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak 
mengadu;  
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini 
berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat 
untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana 
pada tindak pidana materiil; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-
keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan 
untuk dapat dipidananya perbuatan;  
i Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa 
rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; 
“barangsiapa” (bij die) atau “setiap orang”.  
j. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu 
dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan;  
k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa 
unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur 
syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk 
memperberat pidana. 
 
Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat 
dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni 
unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Lamintang menjelaskan 
mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu:
28
 
 
                                                             
28 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hal 194 
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1. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:  
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);  
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 
yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
c. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad, misalnya 
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP; 
d. Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan 
tindak pidana Pasal 308 KUHP. 
2. Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:  
a. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid;  
b. Kualitas dari si pelaku;  
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan. 
 
Pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana 
yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu 
tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah 
menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik 
itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa 
memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul 
dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.
29
 
Pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana dibedakan antara pelaku (pleger) 
dan pembuat (dader). Pelaku (pleger) adalah pengertian sempit tentang orang 
yang melaksanakan tidak pidana, dapat berupa orang yang bertindak sendiri 
baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat untuk mewujudkan 
tindak pidana.
30
 Penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus 
dipandang sebagai pembuat (daders) itu bukan saja mereka yang telah 
menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga 
                                                             
29 Barda Nawawi Arief. 2006. Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali 
Pers, hal 37 
30 Penjelasan Pasal 55 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana 
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mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan 
suatu tindak pidana. 
Berdasarkan batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang 
yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dibagi dalam 4 
(empat) golongan, yaitu: 
1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen) yaitu orang tersebut 
melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.  
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen 
plegen) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak 
pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak 
mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh 
dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.  
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen), turut melakukan artinya disini 
ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling 
sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang 
yang turut melakukan (mede plagen).  
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan 
atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk 
orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan 
sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara 
memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan 
lain-lain sebagainya. 
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E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan 
1. Tindak Pidana Persetubuhan Anak Menurut KUHP 
Pasal 287 (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang yang dilakukan seorang 
ayah terhadap anaknya sendiri, dalam pasal itu menyebutkan: 
“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar 
perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, 
bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak 
jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun”.  
 
Bagian inti delik dari pasal di atas adalah:  
a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin 
b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima 
belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin. 
Pasal 287 ayat (2) disebutkan bahwa “penuntutan hanya berdasarkan 
pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika 
salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.” 
Unsur yang terkandung dalam pasal 291 adalah akibat dari 
persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. 
Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap 
anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, 
pembantu atau bawahannya. 
Rumusan dalam pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di 
dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam 
unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya di atas 12 (dua belas) tahun 
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dan belum mencapai lima belas tahun. Didalam tindak pidana aduan/delik 
aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau 
laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak 
pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila 
diantara mereka telah terjadi perdamaian. Kedua adalah tindak pidana biasa, 
yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum 
mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan 
atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau 
pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam 
penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Didalam tindak pidana 
bias/delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang 
dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan 
kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap 
berkewajiban melanjutkan proses perkara. 
Dalam pasal 287 tersebut, syarat persetubuhan harus dilakukan 
diluar perkawinan, jadi apabila persetubuhan tersebut dilakukan terhadap 
istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan 
dengan pasal yang lain, yaitu pasal 288 KUHP. 
2. Tindak Pidana Persetubuhan Anak Menurut Undang-Undang 
Perlindungan Anak 
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat 
pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang 
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Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menjelaskan pengaturan 
tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81, yang berbunyi: 
a. Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
 
Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex specialis 
derogat lex generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus 
mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian 
hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan 
perundang-undangan. 
Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak khususnya pasal 
81 maka dapat dikatakan bahwa pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat 
diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, 
sebab dalam pasal 81 Undang-Undang perlindungan anak telah diatur secara 
khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang 
dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini pasal 81 Undang-Undang 
Perlindungan Anak merupakan “lex spesialis derogate lex generalis” dari 
pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik 
persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan 
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pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari pasal 
287 KUHPidana. 
3. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) 
Undang-Undang PKDRT ini menyebutkan bahwa Kekerasan dalam 
Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 
Berkaitan dengan ketentuan pidana khususnya kekerasan seksual di dalam 
UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, diatur dalam pasal-pasal sebagai 
berikut: 
Pasal 46 
 
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda 
paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 
  
Pasal 47 
 
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 
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Pasal 48 
 
Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak 
memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami 
gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 
4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak 
berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau 
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana 
dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling 
sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 500.000.000,- (limar ratus juta rupiah). 
 
Selain ketentuan pidana berupa penjara dan denda, UU PKDRT juga 
menetapkan hukuman tambahan yaitu: 
a. Pembatasan gerak bagi pelaku untuk menjauhkan pelaku dari korban 
dalam jarak dan waktu tertentu. 
b. Pembatasan hak-hak tertentu bagi pelaku. 
c. Penetapan pelaku untuk mengikuti konseling di bawah pengawasan 
lembaga tertentu. 
 
F. Tinjauan Umum Tentang Korban 
Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan 
adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Terjadinya suatu 
tindak pidana tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana 
tersebut. Korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita 
langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan 
yang dapat diklarifikasikan sebagai korban, yang dimaksud korban tidak 
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langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, 
orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.
31
 
Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli 
maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas 
mengenai korban, sebagian diantaranya: 
1. Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.
32
 
2. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan 
penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah 
berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan 
tersebut.
33
 
3. Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu 
maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik 
atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap 
hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang 
melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk 
penyalahgunaan kekuasaan.
34
 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Korban adalah orang 
yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam 
lingkup rumah tangga. 
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang 
yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun, emosional, 
kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurungan, atau 
perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusia berat, termasuk korban ahli warisnya.  
6. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Korban adalah 
seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, 
ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan 
orang.  
                                                             
31 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom. 2008. Urgensi Perlindungan Korban 
Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo, hal 39  
32 Gosita Arif. 2004. Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hal 63 
33 Romli Atmasasmita. 1993. Masalah Santunan Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: 
Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN), hal 9 
34 Muladi. 2005. HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Refika Aditama, 
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7. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah orang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
 
Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa korban pada 
dasarnya tidak hanya orang orang-perorangan atau kelompok yang secara 
langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan 
kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk 
di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-
orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi 
penderitaanya. 
Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban 
dibedakan menjadi lima macam, yaitu: 
1. Yang sama sekali tidak bersalah;  
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;  
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;  
4. Yang lebih bersalah dari pelaku; 
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku 
dibebaskan).
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Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya 
kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu: 
1. Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak 
kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam 
penanggulangan kejahatan; 
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu; 
3. Propocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau 
pemicu kejahatan;   
4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;   
                                                             
35 Ibid. hal 52 
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5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya 
sendiri.
36
 
 
Sedangkan apabila dilihat dari presfektif tanggung jawab menurut 
Stephen Schafer, korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni: 
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si 
pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari 
aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban; 
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek 
tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-
sama;   
3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil 
uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian 
di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk 
merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada 
pelaku; 
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan 
fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia 
(manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek 
pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah 
setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban 
yang tidak berdaya; 
5. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan 
sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh 
terletak pada penjahat atau masyarakat; 
6. Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri 
(korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya 
sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku 
kejahatan; 
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali 
adanya perubahan konstelasi politik.
37
 
 
Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen 
Scafer mengemukakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu:  
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37 Ibid. hal 162 
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1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi 
korban (untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku). 
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang 
merangsang orang lain untul melakukan kejahatan (untuk tipe ini, 
korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan 
sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban).  
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, 
anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang 
miskin, golongan minoritas, dan sebagainya merupakan orang-orang 
yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat 
disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.   
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan 
sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan 
beberapa kejahtan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang 
bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.
38
 
 
Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam 
beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu di tanggulangi baik melalui 
pendekatan yang sifatnya preemptif, preventif maupun represif, dan semuanya 
harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. 
 
G. Tinjauan Umum Hak-Hak Korban 
Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bisa 
diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang memengaruhi 
korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan 
seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat 
suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak 
yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut 
kemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya 
(karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) 
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sehingga lebih baik korban menyembunyikannya atau korban menolak untuk 
mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi 
semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berkibat pada timbulnya 
penderitaan yang berkepanjangan, namun tidak sedikit korban atau 
keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. 
Terdapat beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau 
keluarga korban kejahatan, yang meliputi:
39
 
1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang 
dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku 
atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang di 
bentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.   
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi  
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku  
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum  
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya 
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis  
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan 
sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan  
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan 
dengan kejahatan yang menimpa korban  
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan 
nomor telepon atau identitas korban lainnya. 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 10 menjelaskan, korban 
berhak mendapatkan:  
1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 
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2. Pelayan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis   
3. Penanganan secara khusus dengan kerahasiaan korban   
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat   
5. Proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
6. Pelayanan bimbingan rohani 
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/a/res/34/tahun 1985 juga 
telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh 
akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:  
1. Compassion, respect and recognition   
2. Receive information and explaintion about the progress the case   
3. Provide information   
4. Providing proper assistance   
5. Protection of privacy and physical safety   
6. Restitution an compensation   
7. To accses to the mechanism of justice system  
Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia secara memadai, 
mulai dari hak atas bantuan keuangan (financial) hingga hak atas pelayanan 
medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan 
diabaikan eksistitensinya karena melalui peran korban dan keluarganya 
diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Berikut 
terdapat beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:
40
 
1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas 
dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan)  
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2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan 
terulangnya tindak pidana 
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai 
terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang   
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan 
pada pelaku   
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa 
dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya   
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan 
dalam upaya penanggulangan kejahatan   
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk 
tidak menjadi korban lagi. 
 
Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi 
juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara 
sosial dan hukum. 
Perlindungan saksi dan korban tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undang-Undang ini yang 
dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, 
atau ia alami sendiri. Sedangkan korban adalah orang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 
tindak pidana. 
Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib 
memberikan Perlindungan jika dibutuhkan. Menurut undang-undang di atas 
yang disebut perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib 
dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya. 
38 
Berikut ini hak-hak yang wajib diperoleh saksi maupun korban:
41
 
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 
yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 
dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, 
mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat. 
3. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat 
informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam 
hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya. 
4. Mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, 
mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya 
transportasi sesuai dengan kebutuhan. 
5. Mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara 
serta mendapat pendampingan. 
 
Perlindungan menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah 
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa 
aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPS atau lembaga lainnya 
sesuai dengan ketentuan.
42
 Dalam hal seorang anak yang menjadi korban 
eksploitasi seksual termasuk persetubuhan mempunyai beberapa hak-hak yang 
pemenuhannya wajib dilaksanakan demi melindungi hak asasi manusianya. 
Hak-hak anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu terdapat 
beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan 
bantuan rehabilitasi psiko-social.
43
 
Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, diantaranya yakni pada pasal 69 A Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
                                                             
41
 Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
42 Ibid. Pasal 1  
43 Bambang Waluyo. 2011. Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Sinar 
Grafika, hal 42 
39 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak korban 
kejahatan seksual berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai 
agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada 
saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan 
pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, 
penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bahwa anak korban dan 
anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di 
dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, 
mental, maupun sosial, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang 
menyatakan bahwa terdapat 13 hak yang dimiliki oleh seorang korban, 
diantaranya adalah bebas dari pertanyaan menjerat, mendapatkan informasi 
mengenai putusan pengadilan, mendapatkan tempat kediaman baru dan lain 
sebagainya. 
